BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan dalam bab terdahulu
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Penegakan Pelanggaran Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang dijual di Atas
Harga Eceran Tertinggi (HET) dalam Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tbn
dilakukan sebagai bentuk dan upaya pemerintah dalam menegakan hukum
mengenai penyaluran pupuk subsidi dan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET)
yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Terdakwa melakukan pembelian Pupuk
Subsidi tanpa memiliki Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan bukti temuan
sebanyak 210 sak kemasan 50 kg di toko UD Putra di Kecamatan Soko,
Kabupaten Tuban milik terdakwa yang dibeli dari Kabupaten Sampang Madura.
Pupuk tesebut kemudian dijual kembali diatas HET untuk memperoleh
keuntungan pribadi sebesar Rp. 20.000,-. Penyaluran pupuk subsidi dan
pemberian harga pupuk diatas HET merupakan pelanggaran atas Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 Pasal 23, Pasal 33 dan Pasal 34 yang
mengatur mengenai penyaluran dan memperjualbelikan pupuk subsidi sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

Pelaksanaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang dijual oleh Kios dalam
Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Tbn tidak berjalan sesuai dengan peraturan

pemerintah yang berlaku. Praktik yang dilakukan Terdakwa melalui UD. Putra
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Tani yang seharusnya merupakan lini IV menciptakan ketimpangan akses bagi
petani. Distribusi resmi yang seharusnya berbasis sistem e-RDKK dan Kartu Tani
berfungsi untuk memastikan keadilan bagi petani namun tidak dapat tercapai
dikarnakan tujuan subsidi tersebut tidak dapat dirasakan oleh petani akibat
terdakwa menjual pupuk subsidi diatas HET dan tidak tepatnya alokasi wilayah
sasaran penerima pupuk akibat praktik jual beli pupuk secara illegal yang
dilakukan terdakwa dari daerah Madura ke Tuban. Hal ini menunjukkan bahwa

Terdakwa mengabaikan konsekuensi hukum dari Undang-Undang Pasal 2 ayat (2)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan

atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang

Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan dan Pasal 34

ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023

tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian..

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas
terdapat saran sebagai berikut :

1.  Aparat penegak hukum harus mengevaluasi efektivitas pengawasan dan
penegakan hukum yang berlaku terkait dengan pendistribusian dan
penetapan harga pupuk subsidi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Perlunya memperkuat koordinasi antara pemerintah, apparat penegak
hukum, dan masyarakat maupun kelompok tani mengenai implikasi hukum
dan perbaikan penyaluran serta pengawasan pupuk bersubsidi melalui

sosialisasi dan perbaikan kebijakan.
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